
 
 

 
 

BUPATI SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR  73  TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

DESA LAYAK ANAK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI SEMARANG, 
 
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan anak maka 

perlu pembangunan dengan mengarusutamakan hak-
hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan 
dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan 
daerah khusunya di tingkat Desa yang responsif 
terhadap kebutuhan anak; 

 b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu dilakukan 
upaya bersama antara Pemerintah Desa, orang tua, 
keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin 
pemenuhan hak anak sebagai pembangunan Desa yang 
layak anak;  

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 
ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Desa 
Layak Anak; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Nomor  67 Tahun 1958 tentang Perubahan 
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah 
Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 
Perempuan (Convention on Elimination of all forms of 



Discrimination Againts Women) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The 
Prohibition and Immediate Action For Elimination of The 
Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 
mengenai Pelarangan dan Tindakan segera 
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk 
untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3941); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia     Nomor 5606); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4419); 

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4720);   

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah  Nomor  16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas  Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat  
II Salatiga  Dan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3500); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); 

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di 
Desa/Kelurahan;  

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak  

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;  

18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan  
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 5); 

20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 55 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 
Fungsi, Tata Kerja Dan Perincian Tugas Perangkat 
Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 55); 

 
 

MEMUTUSKAN  : 
 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG DESA LAYAK ANAK. 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  
1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Semarang. 
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 



kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

4. Desa Layak Anak adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen 
dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia 
usaha yang berada di desa dalam rangka menghormati, menjamin dan 
memenuhi hak anak yang meliputi perlindungan anak dari tindak 
kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi dan mendengar 
pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan 
berkelanjutan. 

5. Rencana Aksi Daerah Desa Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD 
Desa Layak Anak adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan 
penganggaran pembangunan dan pelayanan publik. 

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan 
belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 

8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 
dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah 
dan Negara.  

9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu 
tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua. 

10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan 
kekuasaan asuh sebagai orang tua. 

11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami 
istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan 
anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah 
sampai dengan derajat ketiga.  

 
 

Pasal 2 
 

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi Desa Layak Anak 
dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
 

Pasal 3 
 
Pengaturan Desa Layak Anak dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :  
a. mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah desa dengan orang 

tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha 
dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, 
kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab;  

b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, 
prasarana, metode dan teknologi yang ada pada masyarakat, organisasi 
masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak di tingkat 
Desa;  

c. mengimplementasikan Desa Layak Anak melalui perumusan strategi dan 
perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan 
sesuai dengan indikator Desa Layak Anak; dan  



d. sebagai dasar bagi Desa dalam menentukan dan melaksanakan 
kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.  

 
 

BAB II 
 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 4 
 
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 
a. indikator Desa Layak Anak; 
b. tahapan Desa Layak Anak;  
c. tanggung jawab Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha; 
d. hak dan kewajiban anak; 
e. kewajiban orang tua dan keluarga; dan 
f. pendanaan. 
 

Pasal 5 
 
Strategi Desa Layak Anak dilaksanakan dengan mengintegrasikan 
pengarusutamaan hak anak dalam :  
a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan 

pembangunan;  
b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari persiapan, perencanaan, 

pelaksanaan dan pembinaan;  
c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang 

layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga di 
Desa; dan  

d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak 
langsung untuk bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak.  

 
 

BAB III 
 

INDIKATOR DESA LAYAK ANAK 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 6 

 
(1) Indikator Desa Layak anak terdiri dari :  

a. penguatan kelembagaan; dan  
b. klaster.  

 
 

Bagian Kedua 
Penguatan Kelembagaan 

 
Pasal 7 

 
(1) Indikator Penguatan Kelembagaan terdiri dari : 

a. tersedia sumber daya manusia (SDM) dan mampu menerapkan hak 
anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;  

b. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur;  



c. keterlibatan lembaga masyarakat Desa dalam pemenuhan hak anak; 
dan  

d. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak. 
 

 
Bagian Ketiga 

Klaster 
 

Pasal 8 
 
Pelaksanaan Desa Layak Anak berdasarkan klaster terdiri dari : 
a. hak sipil dan kebebasan;  
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;  
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;  
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan  
e. perlindungan khusus. 
 

Pasal 9 
 

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 
a memiliki indikator :  
a. nama dan kebangsaan, identitas, yang dapat diwujudkan dengan semua 

anak  mendapatkan akta kelahiran secara gratis; 
b. hak bebas menyatakan pendapat, yang dapat diwujudkan dengan 

memberikan ruang bagi anak untuk mengemukakan pendapatnya 
(partisipasi); 

c. hak memperoleh informasi yang tepat Kemerdekaan berfikir, berhati 
nurani dan beragama; 

d. kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai;  
e. melindungi kehidupan pribadi Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan 

yang kejam, perlakuan atau hukuman  yang tidak manusiawi atau 
menurunkan martabat; 

f. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta 
Kelahiran;  

g. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan  
h. jumlah kelompok anak termasuk Forum Anak di Desa. 

 
Pasal 10 

 
Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki indikator :  
a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;  
b. tersedia lembaga konsultasi di Desa bagi orang tua/keluarga tentang 

pengasuhan dan perawatan anak;  
c. anak berhak mendapatkan bimbingan orang tua; 
d. anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua; 
e. penyatuan kembali dengan keluarga; 
f. pemulihan pemeliharaan anak; 
g. anak berhak mendapatkan dukungan dari lingkungan; 
h. adopsi; 
i. memberantas penyerahan anak ke luar negeri yang dilakukan secara 

gelap dan yang tidak dapat dikembalikan; dan 
j. penyalahgunaan dan penelantaran. 

 
 



Pasal 11 
 

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf c memiliki indikator :  
a. angka kematian bayi;  
b. prevalensi kekurangan gizi pada balita; 
c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;  
d. jumlah ruang Air Susu Ibu (ASI);  
e. persentase imunisasi dasar lengkap;  
f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan 

mental;  
g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan 

kesejahteraan;  
h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan  
i. tersedia kawasan tanpa rokok; 
j. kelangsungan hidup dan pengembangan anak; 
k. anak yang cacat fisik dan mental hendaknya menikmati kehidupan penuh 

kasih sayang dan layak; 
l. hak mendapatkan kesehatan dan pelayanan kesehatan; 
m. jaminan sosial dan pelayanan perawatan anak serta fasilitasi; dan 
n. hak setiap anak atas tingkat kehidupan. 

 
 

Pasal 12 
 
Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki indikator :  
a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;  
b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;  
c. persentase sekolah ramah anak;  
d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan 

anak ke dan dari sekolah;  
e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di 

luar sekolah, yang dapat diakses semua anak; 
f. pendidikan yang meliputi bimbingan dan pelatihan ketrampilan; dan 
g. pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan budaya seperti anak 

berhak untuk beristirahat, bersantai dan bermain. 
 
 

Pasal 13 
 
Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e 
memiliki indikator :  
a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh 

pelayanan; 
b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum;  
c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan 

kepentingan anak;  
d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 

anak; dan  
e. tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-

anak yang membutuhan perlindungan khusus.  
 
 
 
 



Pasal 14 
 
Setiap pengambilan keputusan dalam proses pengembangan Desa Layak 
Anak perlu memperhatikan suara dan aspirasi anak serta 
mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. 

 
 

BAB IV 
 

TAHAPAN DESA LAYAK ANAK 
 

Pasal 15 
 
(1) Tahapan Desa Layak Anak meliputi : 

a. persiapan; 
b. perencanaan; 
c. pelaksanaan; dan  
d. pembinaan. 

 
(2) Dalam setiap tahapan Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui 
konsultasi anak.  

 
Pasal 16 

 
Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :  
a. pengembangan kesepakatan; dan 
b. pembentukan Tim Kerja atau Gugus Tugas Desa Layak Anak.  
 

 
Pasal 17 

 
(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :  

a. pengumpulan data dasar anak dan informasi tentang permasalahan 
dan potensi anak;  

b. analisis situasi anak; dan 
c. penyusunan rencana aksi.  

 
(2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diintegrasikan dalam musyawarah pembangunan desa.  
 
 

Pasal 18 
 
Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi upaya 
yang dilakukan oleh anggota Tim Kerja atau Gugus Tugas Desa Layak Anak 
dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang termuat dalam 
rencana aksi. 
 

Pasal 19 
 
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dapat berupa 

koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
tentang pelaksanaan Desa Layak Anak.  
 



(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala 
desa sebagai pembina Tim Kerja atau Gugus Tugas Desa Layak Anak. 

 
Pasal 20 

 
Dalam mengembangkan Desa Layak Anak dapat melibatkan masyarakat, 
keluarga, anak, lembaga masyarakat, dan dunia usaha. 

 
 

BAB V 
 

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DESA, MASYARAKAT  
DAN DUNIA USAHA 

 
Bagian Kesatu 

Tanggungjawab Pemerintah Desa 
 

Pasal 21 
 

(1) Tanggung jawab Pemerintah Desa dalam upaya mewujudkan Desa Layak 
Anak adalah :  
a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum desa yang mendukung 

pemenuhan hak anak; 
b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;  
c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;  
d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam 

penyusunan kebijakan dan produk hukum desa yang terkait dengan 
hak anak;  

e. meningkatan kapasitas aparat Desa dan pemangku kepentingan 
dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan 
berkaitan dengan pemenuhan hak anak;  

f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan 
kecamatan;  

g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan  
h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan 

hak anak 
 
(2) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan desa lain 

dan/atau berkoordinasi dengan Bupati melalui Dinas yang membidangi 
desa.  

 
 
 

Bagian Kedua 
Tanggungjawab Masyarakat 

 
Pasal 22 

 
 
(1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan perlindungan anak.  
(2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak 

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku;  



b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan 
anak;  

c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;  
d. menyediakan & menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan 

anak bersama-sama dengan Pemerintah Desa;  
e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau 

pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak 
terlantar;  

f. aktif bersama dengan Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan 
pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;  

g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan 
khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;  

h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi 
dan/atau seksual;  

i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi 
korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya;  

j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik 
dan/atau psikis; dan  

k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Desa Layak 
Anak dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.  

 
 

Bagian Ketiga 
Tanggungjawab Dunia Usaha 

 
Pasal 23 

 
 
(1) Dunia usaha turut serta bertanggungjawab terhadap upaya 

perlindungan anak.  
 

(2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan :  
a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk 

dari setiap usahanya;  
b. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak 

dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;  
c. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi 

anak;  
d. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang 

dihasilkan;  
e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan 

mendukung hak anak; 
f. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; 

dan  
g. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam 

penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.  
 
  

Pasal 24 
 

 
Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati 
ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat. 
 



Pasal 25 
 
Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam 
usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku  
  
 

BAB VI 
 

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK 
 

Bagian Kesatu 
Hak 

 
Pasal 26 

 
 
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
 
 

Pasal 27 
 
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 
kewarganegaraan. 
 

Pasal 28 
 
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan 
orang tua atau wali. 
 

Pasal 29 
 
(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan 

diasuh oleh orang tuanya sendiri. 
 

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin 
tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak 
tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak 
angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
Pasal 30 

 
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 
sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 
 

Pasal 31 
 
(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 
dengan minat dan bakat. 
 



(2) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan 
dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, 
tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. 
 

(3) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan 
luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan 
pendidikan khusus. 

 
Pasal 32 

 
Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 
mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 
usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan 
dan kepatutan 
 

Pasal 33 
 

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 
bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai 
dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri 
 

Pasal 34 
 
Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, 
bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial 
 

Pasal 35 
 
(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 

mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat 
perlindungan dari perlakuan: 
a. diskriminasi; 
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 
c. penelantaran; 
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
e. ketidakadilan; dan 
f. perlakuan salah lainnya. 

 
(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk 

perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku 
dikenakan pemberatan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

Pasal 36 
 
(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika 

ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa 
pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan 
merupakan pertimbangan terakhir. 
 

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak 
tetap berhak: 
a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan 

kedua orang tuanya; 



b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan 
perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya 
sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 

c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan 
d. memperoleh hak anak lainnya 

 
Pasal 37 

 
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: 
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; 
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; 
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; 
e. pelibatan dalam peperangan; dan 
f. kejahatan seksual. 
 

Pasal 38 
 
(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 
manusiawi. 
 

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan 
hukum. 
 

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya 
dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat 
dilakukan sebagai upaya terakhir. 

 
Pasal 39 

 
(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: 

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 
dipisahkan dari orang dewasa; 

b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 
dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak 
yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. 
 

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau 
yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. 

 
Pasal 40 

 
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 
 
 

Bagian Kedua 
Kewajiban Anak 

 
Pasal 41 

 
Setiap anak berkewajiban untuk: 
a. menghormati orang tua, wali, dan guru; 
b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 



c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara; 
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 
 
 

BAB VIII 
 

KEWAJIBAN ORANG TUA DAN KELUARGA 
 

Bagian Kesatu 
Kewajiban Orang Tua 

 
Pasal 42 

 
Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk :  
a. bertanggungjawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak 

dalam kandungan;  
b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang 

mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;  
c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin 

atau berusia 18 (delapan belas) tahun;  
d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai 

dengan tingkat kecerdasan dan usianya;  
e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk 

memperoleh pendidikan;  
f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 

minatnya; dan  
g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.  
 
 

Pasal 43 
 
Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau 
karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan 
tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, d, e, f 
dan g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 

 
Bagian Kedua 

Kewajiban Keluarga 
 

Pasal 44 
 
Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk :  
a. bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;  
b. bertanggungjawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak 

dalam kandungan;  
c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;  
d. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang 

mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan  
e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk 

memperoleh pendidikan.  
 

 
 



BAB IX 
 

PENDANAAN 
 

Pasal 45 
 
Pendanaan dalam rangka implementasi Desa Layak Anak dalam Peraturan 
Bupati ini bersumber dari :  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan  
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  
 

 
BAB X 

 
KETENTUAN PENUTUP 

 
 

Pasal 46 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Semarang. 
 
 
 Ditetapkan di  Ungaran 

pada tanggal 02-10-2017                             
    

  BUPATI SEMARANG, 
 

              ttd. 
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